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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diberlakukannya United Nations Convension on the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 negara 

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic State) yang memiliki kurang lebih 

17.506 pulau dengan luas lautnya mencapai 5.866.156 km dan garis pantai sepanjang 

81.000 km1. Terletak pada posisi strategik silang dunia di antara dua benua (benua Asia 

dan benua Australia) dan diapit oleh dua samudera (samudera Pasifik dan samudera 

Hindia), memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, didukung dengan potensi sumber 

daya kelautan yang besar, serta selat-selat di antara pulau-pulau yang merupakan corong 

strategik di dunia.

Sebagai Negara maritime dan kepulauan (archipelago State) terbesar di dunia 

yang di dalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila

sumberdaya tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat

perikanan, khususnya nelayan.

Sebagai salah satu pihak yang memanfaatkan sumberdaya ikan, nelayan 

merupakan pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Namun dalam kenyataannya 

yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam jebakan lingkaran 

kemiskinan dan masih jauh dari kemakmuran.

Forum Hukum., Penegakan Hukum Di Laut Dan Ketahanan Nasional, volume 4 No.4 -2007., Diskumal 
Mabes TNI AL, Jakarta Timur, 2007 halaman 1.

1
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Kondisi seperi ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya, kebijakan 

pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, dan tidak memihak kepada nelayan tradisional .

Teijadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah 

darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang dan 

konversi hutan bakau di kawasan pesisir. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak 

ramah lingkungan, terbatasnya tekonologi hasil perikanan dan yang paling 

mengkhawatirkan penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan 3.

Sebagai salah satu sumberdaya, maka perikanan dan lautan harus dikelola dengan 

bijaksana sehingga dari pengelolaan tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kelestarian lingkungan. Kemudian, pemanfaata 

sumberdaya laut harus diikuti dengan kebijaksanaan pelestarian.

Meningkatnya kehadiran penangkapan ikan secara berlebihan dapat menyebabkan 

kelestarian ikan terancam punah, karena ikan yang yang ukuran kecil dan ikan yang 

sedang bertelur juga ikut teijaring dalam penangkapan tersebut

Dampak penangkapan terhadap sumberdaya hasil tangkapan, semakin banyak 

jumlah kapal maka semakin tinggi total hasil tangkapan, namun semakin rendah jumlah 

tangkapan semakin sedikit jumlah kapal yang beroperasi.

Ikan yang sedang bertelur tidak dapat menetaskan bibit ikan yang akan menjadi 

anak-anak ikan. Selanjutnya ikan-ikan kecil yang menjadi bibit cikal bakal 

populasi ikan di lautan menjadi habis bahkan terancam punah akibat dari penangkapan 

yang berlebih dan tidak bertanggung jawab.

penerus

Etty Eidman, Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan dalam Rangka Menciptakan Keadilan, di akses 
internet 18 Maret 2008.http:www.hariankompas.,Edisi Rabu 19 November 2003 
3 lbid.



3

Akibat dari fenomena tersebut secara tidak langsung ketersediaan sumberdaya 

perikanan di laut menjadi menipis, ditambah lagi dengan penangkapan yang sembarangan 

tidak mempertimbangkan aspek sumberdaya alam dan lingkungan akan berakibat 

kepunahan.

Sumber pangan dunia semakin menipis sebagai pasokan kebutuhan utama yang 

berasal dari sumberdaya laut. Semakin tahun penduduk dunia semakin bertambah dan 

lahan di daratan semakin terbatas. Oleh karena itu sumberdaya alam kelautan harus 

dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Berkaitan dengan hal ini, pada tahun 1995 FAO 

(Food and Agriculture Organization) mengeluarkan resolusi 4/95 yang dikenal dengan 

C ode of Conduct Responsible for Fisheris (CCRF)4.

CCRF merupakan pedoman tentang perikanan yang bertanggung jawab di mana 

aspek sumberdaya alam khususnya perikanan dan lingkungannya menjadi acuan dalam 

upaya menjamin pemanfaatan perikanan bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang secara berkelanjutan5.

Maka dalam hal ini standar aturan yang termuat oleh CCRF berkaitan dengan 

konservasi, pengelolaan dan pembangunan perikanan perlu diimplementasikan oleh 

Negara-negara anggota dalam pelestarian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sangat potensial, tentu sangat perlu mempedomani CCRF. CCRF yang memuat standar 

aturan mengenai upaya konservasi, pengelolaan dan pembangunan perikanan, termasuk

3 Sudirman, Etika Perikanan Yang Bertanggung Jawab, diakses internet 12 Desember 2006.
Purwito Martosubroto, Kode Etik Perikanan yang Bertanggungjawab, Presentasi Makalah Seminar 

Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Perikanan, Cibogo, Februari 2008.
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perikanan tangkap, pengolahan dan perdagangan, operasi penangkapan, akuakultur, 

penelitian dan integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi 

terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES

(CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN BAGI NEGARA

INDONESIA”

B. Indentifikasi Masalah

Berlatar belakang pada beberapa pokok pikiran diatas, maka yang menjadi titik

fokus permasalahan terbatas hanya pada “bagaimana impementasi CCRF dalam

pengaturan hukum perikanan bagi Negara Indonesia”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a- Untuk mengetahui implementasi CCRF sebagai pedoman dalam pengaturan 

pemanfaatan perikanan laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi 

Negara Indonesia.

b.Untuk mengetahui dan mempelajari pengaturan hukum tentang pemanfaatan 

sumberdaya perikanan dalam pengelolaannya di wilayah perikanan Republik 

Indonesia.

I
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2. Manfaat

a. Secara teoritis agar dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum perikanan 

dan sejauh mana pengimplementasian CCRF 

perikanan bagi negara Indonesia.

b. Secara praktis, dapat mengikuti perkembangan hukum perikanan dalam 

kaitannya dengan pemanfaatan perikanan laut yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan.

c. Selain itu untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

dalam pengaturan hukum

D. Metode Penelitian

Lokasi1.

Data didapat penulis dari penelitian lapangan ( field researh ) dan studi

kepustakaan ( Library Research ), antara lain :

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jalan Merdekaa.

Timur No. 16, Jakarta Pusat.

b. Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan

Perpustakaan Fakulltas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalayac.

d. Website Center for Transnasional Law (CENTRAL)

http://www.transnasional-law.de/

http://www.transnasional-law.de/
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2. Teknik Pengumpulan Data

Data dilihat dari penelitian lapangan ( field research ) dan hasil studi 

kepustakaan (library Research )

Data Primera.

Diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara (interview) secara 

selektif dengan pihak/pejabat dari intansi tersebut diatas, Bapak Ir. Aris 

Kabul Pranoto, M.si, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau- 

Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Data Sekunderb.

Mendapatkan data sekunder ditempuh dengan melakukan penelitian studi

pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer,

Yaitu Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri dan peraturan

pelaksananya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang relevan, berupa buku, majalah, laporan ilmiah, 

artikel ilmiah, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal dan bahan 

hukum lainnya.
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3. Bahan Tersier

Bahan-bahan yang memberi informasi dan sebagai penunjang dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah mengolah data dan informasi tersebut. Pengolahan data 

selanjutnya dilakukan kegiatan merapikan data dan informasi hasil dari 

pengumpulan data dan informasi di lapangan sehingga siap untuk 

dianalisis. Melalui pendekatan deskriptif analitis kualitatif, penelitian ini 

dibahas dalam bentuk uraian dan penjelasan-penjelasan yang merupakan 

hasil dari interpretasi data dan informasi secara intensif yang telah berhasil 

dikumpulkan.

4. Analisa Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah

dilakukan pengolahan dan informasi, langkah yang selanjutnya adalah 

menganalisanya. Data dan informasi tersebut dianalisa melaui analitis 

kualitatif, yaitu semua data sekunder (data pustaka) dan informasi tersebut 

dianalisa dengan tidak menggunakan berupa angka-angka sebagai bahan 

pengukuran tetapi terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan 

yang tertulis atas bahan-bahan hukum lainnya.
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